Menimbang

Mengingat

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIL REMBANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal S5 Peraturan
Daerah Nomor /., Tahun' 2026 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025, perlu menetapkan peraturan bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

: 1.

0

Pasal 18 /ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 71353);

. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2026 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah ...
Tahun 2026 Nomor ...);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2025.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

10.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah \ dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut-asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otorniomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan, Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah/ adalah bupati / sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan "daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  ‘pemerintahan yang menjadi
kewenangan.daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rembang

Anggaran * Pendapatan »wdan Belanja Daerah yang
selanjutnya\, disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut
SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan
belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.



Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah
yang Sah
Jumlah pendapatan

b. Belanja
1. Belanja Operasi

a) belanja pegawai
b) belanja barang dan jasa
c) belanja bunga
d) belanja subsidi
e) belanja hibah
f) belanja bantuan sosial
Jumlah belanja operasi

2. Belanja Modal
a) belanja modal tanah

b) belanja peralatan dan mesin
c) belanja gedung dan bangunan

d) Belanja jalan, jaringan dan
irigasi

e) belanjasaset tetap'lainnya

f) belanja aset lainnya

Jumlah belanjamodal

3. Belanja tidak terduga
Belanja tidak terduga

4. Belanja Transfer
a) belanjarbagi hasil
b)  belanja bantuan keuangan
Jumlah belanja transfer

Jumlah belanja
Surplus

csPembiayaan
1. penerimaan
2. pengeluaran
Jumlah pembiayaan netto
SiLPA tahun berkenaan

Pasal 3

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

461.322.907.471,08
1.509.550.139.211,00
0,00

1.970.873.046.682,08

974.492.193.355,00
446.783.258.263,00
0,00

0,00
93.410.404.394,00
410.000.000,00
17475.095.856.012,00

12.596.874.900,00
34.534.143.315,00
34.137.434.289,00
18.311.476.713,00

7.337.782.250,00
295.045.000,00
107.212.756.467,00

374.450.419,00

12.790.655.774,00
354.295.687.100,00
367.086.342.874,00

1.949.769.405.772,00
21.103.640.910,08

17.781.640.913,72

0,00
17.781.640.913,72
38.885.281.823,80

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun
Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...



